5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan rekaman suara di Indonesia menurut KUHAP yang

berlaku masih rancu walaupun penggunaan alat bukti rekaman bisa
dikategorikan pada alat bukti petunjuk, namun hal tersebut
membingungkan masyarakat yang awam akan cara kerja peradilan
di Indonesia, dimana terdapat pemahaman yang bertolak belakang
antara Pasal 55 KUHAP dan Asas Unus Testis Nullus Testis.
Sehingga alat bukti rekaman suara maupun gambar akan

menimbulkan pertanyaan dimana dan bagaimana kedudukannya.

Jika terjadi pengambilan alat bukti yang dilakukan secara
tersembunyi tanpa sepengetahuan pelaku dilakukan oleh korban,
memiliki kerancuan hukum dimana kedudukan alat bukti tersebut.
Mengingat walaupun diperoleh secara tersembunyi sebuah alat bukti
tetap merupakan alat bukti, namun karena hal ini tidak diatur secara
jelas maka dikhawatirkan bahwa yang dianggap sah atau tidaknya
sebuah pengambilan alat bukti dapat menimbulkan masalah

kedepannya.

Menurut UU ITE alat sebenarnya memang sudah terjadi perluasan
dalam alat bukti elektronik yang dapat digunakan untuk bukti dalam
persidangan namun jika mengacu pada KUHAP tetap tidak dapat
digunakan jika diperoleh secara tidak sah seperti diperoleh secara
tanpa izin. Karena pada dasarnya menentang Undang-Undang yang

berlaku di Indonesia.

Rancangan KUHAP sebenarnya sudah mengatur perubahan akan
hal ini namun masih menjadi rancangan saja. Perubahaan dalam

KUHAP dapat menjadi soslusi atas kerancuan pada ketentuan alat
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bukti dan memudahkan kasus pidana khususnya KDRT untuk dapat

diselesaikan dengan lebih mudah dan jelas.

Kasus KDRT di Indonesia cenderung terus meningkat, karena
kurangnya pemahaman akan hukum bagi para korban serta para
aparat yang kurang memberikan informasi secara konsisten
menyebabkan masyarakat awam dalam menyelesaikan kasus
KDRT. Korban lebih memilih untuk tidak melaporkan karena rata-

rata yang menjadi pelaku KDRT merupakan suami nya sendiri

Sehingga dengan kurangnya alat bukti yang kedudukannya masih
dipertanyakan keabsahannya dikarenakan berbagai faktor
pendorong yang ada maka kenaikan kasus KDRT akan terus
meningkat jika hal ini tidak segera ditangani. Tidak hanya karena
undang-undangnya, tetapi juga karena cara para penegak hukum,
pemerintah, dan masyarakat umum melihat masalah KDRT dengan
cara yang patriarki. Akibatnya, tindakan diskriminatif sering terlihat
dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti KDRT terjadi dalam
masyarakat.

Penentuan kekerasan psikis dapat dikatakan benar-benar terjadi jika
dilakukan penilaian nya melalui orang-orang yang ahli di bidang
psikologi tersebut. Namun seperti yang diketahui bahwa
penanganan yang melibatkan ahli psikologi membutuhkan biaya
yang besar. Hal ini membuat para korban memilik untuk
membiarkan hal tersebut yang dapat menyebabkan kebiasaan dalam

lingkungan masyarakat dan menaikkan kasus KDRT di Indonesia.
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5.2

Saran

1.

KUHAP diharapkan segera  mengatur pengesanahan RUU
secepatnya karena hal tersebut diharapkan dapat membawa
perubahan yang memiliki dampak positif pada kedudukan rekaman
suara dan gambar sehingga tidak ada lagi korban yang merasa
kesuliatan dalam memahami sistem kerja hukum di Indoenesia dan

korban yang mengalami KDRT ini dapat memiliki kepastian hukum.

Adapun perluasan untuk semua jenis tindak pidana yang khususnya
memerlukan alat bukti rekaman dalam kasus KDRT yang dinilai
harus dilakukan untuk memperjelas ketentuan mengenai alat bukti
dalam KUHAP yang dapat melihat dimana kedudukan alat bukti

tersebut.

Setelah melihat pembahasan diatas penulis menyarankan bahwa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) diharapkan
bisa membawa perubahan dalam kasus KDRT khususnya
diharapkan kasus KDRT tersebut dapat berkurang dan dapat
dikendalikan. Perluasan tentang alat bukti elektronik atau rekaman
suara dan gambar di bidang KDRT harus dikembangkan, serta
diperlukannya adanya penanganan ahli psikologi dalam menentukan
kasus KDRT, yang difasilitasi oleh negara mengingat dalam
penanganan yang melibatkan ahli psikologi harus mengeluarkan
biaya yang cukup besar dan tidak semua masyarakat dapat
melakukannya, hal ini guna dalam penentuan nya tepat dan semua
masyarakat yang tidak memiliki biaya dapat terfasilitasi dengan baik
juga, mengingat polisi sebagai aparat yang berwenang tidak
memiliki kapasitas tersebut. Sosialisasi secara konstan dan rutin
mengenai rumah tangga kepada pelaku rumah tangga, terutama bagi
suami dan isteri, kesehatan mental ang diperhatikan menjadi kunci

dalam sehatnya lungkungan rumah tangga.
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